


4.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa
Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 300);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2022 Nomor 10);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36)

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2022 Nomor 76);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023.

BAB I :
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12,

13

14.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;

Bupati adalah Bupati Bengkalis;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkalis;

Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;

Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten
Bengkalis;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintah Desa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa;

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis
setelah dikurangi dana alokasi khusus;

Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM
adalah bagian dari alokasi dana desa yang besaran
pembagiannya sama untuk masing-masing Desa;

Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat
ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara
Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot
Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu;

. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK

adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi berdasarkan hasil
penilaian kinerja desa sebagai insentif kinerja desa;

Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD merupakan
Indeks komposit yang dihitung berdasarkan hasil penilaian
kinerja desa pada aspek tata kelola pemerintahan desa (ITKPD,
aspek kualitas pembangunan desa (IKPD) dan aspek desa peduli
lingkungan hidup (IPLH);



15

16.

17.

18.

19.

. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap priode;

Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ
adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana
Desa yang dibuat oleh Desa penerima ALokasi Dana Desa,;

Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah nilai Desa yang
ditentukan berdasarkan variable independent dan merupakan
indicator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang
ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen
pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1) ADD yang diterima Desa terdiri dari :
a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
b. Alokasi Dana Desa Propersional (ADDP); dan
c. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK).

(2) Jumlah ADDM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
ditetapkan 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah pagu
anggaran ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada
seluruh Desa se-Kabupaten,;

(3) Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa
adalah 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah pagu
anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx;

(4) Nilai BDx sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari
penduduk, angka kemiskinan, Variabel jumlah wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing
persentase bobotnya sebagai berikut :

a. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;

b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk
miskin;

c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan

10% (sepuluh per seratus) untuk tingkat kesulitan
geografis.



(5)

(7)

(8)

Jumlah ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c
ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pagu
anggaran ADD Kabupaten di kalikan dengan skor nilai IKD
masing - masing Desa.

Nilai BDx dan nilai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang
Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c¢ dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) x ADDP
Keterangan:

Y = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung
berdasarkan jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan
geografis Desa.

BDxJP = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap
total penduduk Desa Kabupaten.

BDxJPM = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten.

BDxLW = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa
terhadap total luas wilayah Kabupaten

BDxIKG = jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG
Kabupaten.

ADDP = pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.

JP = Jumlah Penduduk Desa.

JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa.

LW = Luas Wilayah Desa.

IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa.

Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

a. Bobot jumlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus :

BDxJP = 50% bobot JP x Rasio JP
b. Bobot jumlah penduduk miskin (BDxJPM) dengan
rumus:

BDxJPM = 30% bobot JPM x Rasio JPM

c. Bobot luas wilayah (BDxLW) dengan rumus :
BDxLW = 10% bobot LW x Rasio LW

d. Bobot Indek Kesulitan Geografis (BDxIKG) dengan rumus:
BDxIKG = 10% bobot IKG x Rasio IKG



(9) Penghitungan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

a.

Rasio jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus :

Kasio JP = Jumlah penduduk Desa
Total penduduk Desa se-Kabupaten

Rasio jumlah penduduk miskin Desa (RJPM) dengan
rumus :
Bassia-JFM = Jumlah penduduk miskin Desa

Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten

Rasio luas wilayah Desa (RLW) dengan rumus :

Rasio LW = luas wilayah Desa
Total luas wilayah Desa se-Kabupaten

Rasio indeks kesulitan geografis Desa (rasio IKG) dengan
rumus :
RESREE = Indek Kesulitan Geografis

Total indek kesulitan geografis Desa se-Kabupaten

(10) Hasil keluaran dari penilaian kinerja Desa ini adalah dalam
bentuk Indeks Kinerja Desa (IKD) dengan perhitungan
sebagai berikut :

a.

Indeks Kinerja Desa merupakan Indeks komposit yang
dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil Indeks
pada setiap aspek yaitu penjumlahan dari Indeks Tata
Kelola Pemerintahan Desa (ITKPD) dikali bobot ditambah
nilai Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD)
dikali bobot ditambah nilai Indeks pada aspek Desa
Peduli Lingkungan Hidup (IPLH) dikali bobot Indeks
Kinerja Desa (IKD) ini dihitung dengan formulai sebagai
berikut:

IKD = X ITKPD + X IKPD + < IPLH

Dimana:

IKD : Indeks Kinerja Desa

B : Bobot masing Indeks setiap aspek dengan
besaran 35% (tiga puluh lima persen) untuk
ITKPD, 30% (tiga puluh persen) untuk IKPD
dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk
IPLH

ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa

IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa

IPLH : Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup



b. Perhitungan Indeks pada setiap aspek dihitung dengan
penjumlahan nilai dari Indeks dari masing-masing
indikator dikalikan dengan bobot indikator. Dengan
penjelasan sebagai berikut:

- Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD)
dihitung berdasarkan dari penjumlahan dari nilai
Indeks/skor pada masing-masing indikator aspek
ITKPD ini. Terdapat 12 indikator yang telah
ditetapkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Maka formula perhitungan Indeks aspek ini adalah:

ITRPD = BxXITRPD 1+ A% ITKPD 2+ AXITKPD 3+ By ITKPD 4
+ FXITRKPDS + AXITKPD 6+ B ITKPD 74+ A% ITKFD 3
+ 3 ITRPDO9+ £%x TRKPD 14+ A% ITKPD 11

+ Fx.TKPD 12
Dimana:
ITKPD . Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa
B : Bobot masing-masing indikator yang
ditetapkan adalah :

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus)
untuk ITKPD 1

- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima
perseratus) untuk ITKPD 2

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus)
untuk ITKPD 3

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus)
untuk ITKPD 4

- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima
perseratus) untuk ITKPD 5

- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima
perseratus) untuk ITKPD 6

- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima
perseratus) untuk ITKPD 7

- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima
perseratus) untuk ITKPD 8

- Bobot 7,5% (Tujuh koma lima
perseratus) untuk ITKPD 9

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus)
untuk ITKPD 10

- Bobot 5% (Lima perseratus) untuk
ITKPD 11

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus)
untuk ITKPD 12



ITKPD 1 : Indeks indikator 1: Komitmen Kepala
Desa Terhadap Pembentukan Desa
Ramah Perempuan dan Peduli Anak

ITKPD 2 : Indeks indikator 2: Pembinaan
Kelembagaan Desa

ITKPD 3 : Indeks indikator 3: Sistem Layanan
Informasi Publik

ITKPD 4 : Indeks indikator 4: Inovasi Layanan
Publik Desa

ITKPD 5 : Indiks indikator 5: Transparansi
Keuangan Desa

ITKPD 6 : Indeks indikator 6: Kepatuhan Waktu
Penetapan Perdes APBDes Tahun
Berjalan

ITKPD 7 : Indeks indikator 7: Kepatuhan
Pembayaran Kewajiban Pajak

ITKPD 8 : Indeks indikator 8: Kapasitas SDM
Pengelolaan Keuangan

ITKPD 9 : Indeks indikator 9: Manajemen

Pengelolaan Aset Desa

ITKPD 10 : Indeks indikator 10: Kinerja Badan
Permusyarawatan Desa (BPD)

ITKPD 11 : Indeks indikator 11: Kelengkapan
Sarana Pendukung BPD

ITKPD 12 : Indeks indikator 12: Inovasi BPD
Dalam Menjalankan Fungsi

Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD)
dihitung berdasarkan penjumlahan 7 (tujuh)
indikator penilaian kinerja IKPD, dengan rumus
sebagai berikut:

IKPD = fXIKPD 1 + X IKPD 2+ 5 X IKPD 3+ UG IFPD 4
+ Bx IKPD5 + fx IKPD 6 + #xIKPL 7

Dimana:
IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa
B . Bobot masing-masing indikator yang

ditetapkan adalah :

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus)
untuk IKPD 1

- Bobot 20% (Dua puluh perseratus)
untuk IKPD 2

- Bobot 20% (Dua puluh perseratus)
untuk IKPD 3



- Bobot 20% (Dua puluh perseratus)
untuk IKPD 4

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus)
untuk IKPD 5

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus)
untuk IKPD 6

- Bobot 10% (Sepuluh perseratus)
untuk IKPD 7

IKPD 1 : Indeks indikator 1: Kinerja Indeks Desa
Membangun
IKPD 2 : Indeks indikator 2: Kinerja Penurunan

Kemiskinan Desa

IKPD 3 : Indeks indikator 3: Kinerja Kemandirian
Keuangan Desa

IKPD 4 : Indeks indikator 4: Program
Pemberdayaan Masyarakat

IKPD 5 : Indeks indikator 5: Partisipasi
perempuan dan anak dalam
pembanguan desa

IKPD 6 : Indeks. indikator 6: Tingkat Swadaya
Masyarakat Desa dalam Pembangunan
Dess

IKPD 7 : Indeks indikator 7: Ketersediaan sarana

dan prasarana rumah baca desa

Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH),
dihitung berdasarkan 5 (lima) indikator kerja IPLH,
dengan rumus sebagai berikut:

IPLH = gxIPLH1 - xIPLH2 - fx IPLH3+ fxIPLH 4

+ AxIPLHS
Dimana:
IPLH : Indeks Desa peduli Lingkungan Hidup
B .

Bobot masing-masing indikator yang
ditetapkan adalah :

Bobot 20% (Dua puluh perseratus)
untuk IPLH 1

Bobot 20% (Dua puluh perseratus)
untuk IPLH 2

Bobot 20% (Dua puluh perseratus)
untuk IPLH 3

Bobot 20% (Dua puluh perseratus)
untuk IPLH 4



